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Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA
di-Majalengka

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-
hal:

1. Ewvaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka dimaksud untuk;

a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;

b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP: dan

e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang
meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Internal.

3. Pengadilan Negeri Majalengka memperoleh nilai sebesar 74,9 atau (BB) (Sangat
Baik).

Nilai Tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen
manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

o

-

1. Perencanaan Kinerja 30,00 21,6 21,6
2. | Pengukuran Kinerja 30,00 | 21 22,5
3. | Pelaporan Kinerja | 15.L'|D_;'_ 10,8 10,8
‘4. | Evaluasi Akuntabilitas | 25,00 | 17,5 20
| Kinerja Internal |
70,9 l 74,9
(BB) ' (BB)

(Sangat Baik) | (Sangat Baik)
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A. Perencanaan Kinerja
‘ Dokumen perencanaan kinerja belum dilengkapi dengan RKT dan Rencana Aksi
tahun 2022

Z | Adanya Kekurangan dokumen reviu IKU. Semua dokumen di atas harus sudah
mendapatkan otorisasi satker, Nomor/tanggal/tdign dan atau cap instansi.

"3 | Belum menampilkan adanya pohon kinerja pada dokumen perencanaan jangka
| pendek RKT dan PKT

| 4. | Belum memuat analisis apakah perencanaan kinerja dapat memberikan informasi
tentang hubungan Kinerja. strategi. kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang / dengan
tugas dan fungsilain yang berkaitan (crosscutting).

5. | Belum menunjukkan pelaksanaan kinerja yang terjadwal dan terorganisasir dan tidak
ada SOP untuk mendukung Kinerja yang dicapal, dan Belum terdapat pelaksanaan
monitoring dan evaluasi terhadap rencana aks| secara berkala(kegiatan dan jadwal

| telah ditentukan);
B. Pengukuran Kinerja

1. | Belum dilengkapi juknis tentang penyusunan RKA-KL dan SK Sekma tentang
Penyusunan SAKIP, Belum terdapal pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan
data kinerja internal yang mencakup SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data
kinerja, SOP Pengumpulan dan kinerja, sera jadwal monev pengukuran kinerja
sesuai dengan rencana aks,

2 Belum menampilkan hasil pengukuran kinerja (dokumen rapat tinjauan manajemen,

dokumen reviu SOP, rapat tindaklanjut evaluasi Kinerja) yang lalu sebagal dasar

menentukan strategl pencapaian Kinerja berjalan; Belum dilengkapl dengan
| dilengkapi dengan LRA 2022 dan Nilai EIS 2022
=3 Belum adanya rekap tukin 3 bulan terakhir sebagai dasar dalam penyesualan'
‘ (pembernian/pengurangan ) lunjangan Kinerja/penghasilan. dan menampilkan laporan
4

pertanggungjawaban yang menunjukkan efisiensi/penggunaan anggaran;
Belum menampilkan dokumen rapal capaian kinerja secara berkala (Undangan,
. Daftar Hadir. Notulensi, Dokumentasi),

' C. Pelaporan Kinerja

"1 | Belum terdapat Dokumen rapal capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan informasi
' dalam penyesuaian aklivitas untuk mencapal Kinerja. dan penyesuaian penggunaan
‘ anggaran untuk mencapal kinerja, pencapalian kerhasilan kerja. perencanaan,
| perubahan budaya kerja orgganisasi
‘ 2 Belum memuat analisis target dan realisasl tingkal nasional (benchmark) sebaga; l
. pembanding;
'3 Belum menampilkan laporan Kinerja/monitoring evaluasi yang disusun secara
berkala per tnwulan:dan
"4 | Belum menampllkan hasil dokumen laporan kinerja yang reviu oleh APIP untuk
memperoleh keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja menyajikan informasi andal,
| akural, dan berkualitas sesual dengan lampiran permenpan 53/2014;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

| 1 Belum menampilkan SK Tim Evaluator SAKIP

2 Belum menampilkan dokumen laporan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas

Tahun 2022
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A. | Perencanaan Kinerja

1 [ Agar melengkapl dengan RKT dan Rencana Aksi tahun 2022 pada Dokumen |
perencanaan kinerja

2. | Agar melengkapl Kekurangan dokumen reviu IKU. semua dokumen di atas harus |
| sudah mendapatkan otorisas! satker, Nomor/tanggal/tdign dan atau cap instansi.

' 3. | Agar menampilkan adanya p-ahun kinerja pada dokumen perencanaan jangka pendek
| RKT dan PKT

4. | Agar memuat analisis perencanaan kinerja sehingga dapat memberikan informasi
tentang hubungan kinerja, strategl, kebijakan, bahkan aklivitas antar bidang / dengan
tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).

5 Agar menyusun pelaksanaan kinerja yang terjadwal dan lerorganisasir dan
merancang SOP untuk mendukung kinerja yang dicapal. dan melakukan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksl secara berkala dengan |
sinkronisasi keglatan dan jadwal telah ditentukan

E Pengukuran Kinerja

E Agar melengkapi juknis tentang penyusunan RKA-KL dan SK Sekma tentang
Penyusunan SAKIP. memuat pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data
kinerja intemal yang mencakup SK Juknis pengumpulan dan pengukuran data Kinerja,
SOP Pengumpulan dan kinerja. serta jadwal monev pengukuran kinerja sesual
dengan rencana aksi

2. | Agar menampilkan hasil pengukuran kinerja (dokumen rapat tinauan manajemen
dokumen reviu SOP. rapat tindaklanjut evaluasi kinerja) yang lalu sebagai dasar
menentukan strategi pencapaian Kinerja berjalan; dan melengkapi LRA 2022 dan

Nilai EIS 2022 '
3. | Agar melakukan rekap lukin 3 bulan lerakhir sebagal dasar dalam penyesuaian |
(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. dan menampilkan laporan

I pertanggungjawaban yang menunjukkan efisiensi/penggunaan anggaran; |
4. Agar menampilkan dokumen rapat capaian kinerja secara berkala (Undangan. Daftar

Hadir, Notulensi, Dokumentasi);

C. Pelaporan Kinerja

1 Agar menampilkan dokumen rapat capaian kinerja tahun 2022 sebagai bahan

informasi dalam penyesuaian aktivitas uniuk mencapal Kinerja, dan penyesuaian

penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, pencapaian keberhasilan kerja,

perencanaarn, perubahan budaya kerja orgganisasi

2. | Agar memuat analisis target dan realisasi tingkal nasional (benchmark) sebagai

pembanding: _

3. | Agar menampilkan laporan kinera/monitoring evaluasi yang disusun secara berkala

per triwulan;dan

4 Agar menampilkan hasil dokumen laporan kinerja yang reviu oleh APIP untuk |
memperoleh keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja menyajikan informasi andal,
akurat, dan berkualitas sesual dengan lampiran permenpan 53/2014: |

'D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. | Agar menampilkan SK Tim Evaluator SAKIP agar pelaksanaan dapat dilaksanakan
| sesuai standar, oleh SDM dan pendalaman yang memadai

2. | Agar menampilkan dokumen laporan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabiiitas Tahun
2022
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Demikian hasll evaluasi Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2022, dengan
harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai
sarana peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka, adapun tindak lanjut hasil
evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi
pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Majalengka segera
menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan
Tinggl, terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi

sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakana
2 Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.| di Jakana
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